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WALIKOTA BINJAI 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

 
PERATURAN WALIKOTA BINJAI 

NOMOR 34 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 12 TAHUN 

2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BINJAI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BINJAI, 

 
Menimbang :  a.  bahwa ketentuan di dalam lampiran Peraturan Walikota Binjai 

Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kota Binjai sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Walikota Binjai Nomor 54 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 12 Tahun 

2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Binjai 
belum mengakomodir sistem pelaporan terkait Kebijakan 

Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah;  

  b. bahwa menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan 

Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas Laporan 
keuangan Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2016 Nomor 

45-B/LHP/XVIII-MDN/05/2017 tanggal 18 Mei 2017, yang 

menyebutkan supaya melakukan revisi Pedoman dan Kebijakan 
Akuntansi untuk mengakomodir pencatatan kosolidasian 

BLUD, perlu menyempurnakan penyusunan Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kota Binjai; 
   c. bahwa dalam rangka penyempurnaan penyusunan laporan 

keuangan berbasis akrual terkait pengaturan tentang kebijakan 

akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perlu 
dilakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Walikota 

Binjai Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kota Binjai; 

d.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Walikota Binjai Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Kota Binjai; 

 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956  Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

                          2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

 
3.  Undang-Undang.... 

SALINAN 
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                              3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, 

Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3322); 

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

8.   Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
pada Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai 
(Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 22); 

12. Peraturan Walikota Binjai Nomor 12 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Binjai (Berita Daerah 
Kota Binjai Tahun 2014 Nomor 12) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 54 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 12 

Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi  Pemerintah Kota 
Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 54); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BINJAI. 

 

 
Pasal I.... 
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Pasal I 

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 12 Tahun 2014 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai 

Tahun 2014 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 
Binjai Nomo 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Binjai 

Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Binjai (Berita 

Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 54), ditambah sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

 
 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai. 
 

 

 

        Ditetapkan di  Binjai  
                      pada tanggal 23 November 2017              

 

                   WALIKOTA BINJAI, 
 

                              ttd  

 
                   MUHAMMAD IDAHAM 

 

Diundangkan di  Binjai 
pada tanggal 23 Nopember 2017          

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI, 
  

                ttd 

 

M. MAHFULLAH P. DAULAY 
 
BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2017 NOMOR  34 


